
 

 
 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 39 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN BELANJA JASA TENAGA PENDAMPING  KEGIATAN PENINGKATAN 

KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, 

USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO 

MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK KEMENTERIAN KOPERASI DAN 

USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan    

ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan 

Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu 

ditetapkan belanja jasa yang diberikan kepada tenaga 

pendamping kegiatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Probolinggo melalui Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Penetapan Belanja Jasa Tenaga Pendamping Kegiatan 

Peningkatan Kapasitas, Usaha Kecil dam Menengah pada Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Probolinggo melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik  

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Tahun 2020; 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 

Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38); 



8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2019 Nomor 12); 

9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan 

Dan Perindustrian Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2016 Nomor 97); 

10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2019 Nomor 235), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2020 Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BELANJA JASA 

TENAGA PENDAMPING KEGIATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA 

KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, 

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO 

MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK KEMENTERIAN 

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 2020. 

 

Pasal 1 

Dengan diberlakukan Peraturan Walikota ini ditetapkan Belanja Jasa Tenaga 

Pendamping Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

pada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Probolinggo melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2020 sebagai berikut : 

a. besaran Belanja Jasa untuk 2 (dua) orang Tenaga Pendamping adalah sebesar 

Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah total 

sebesar Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); 

b. besaran Belanja Jasa untuk 1 (satu ) orang Koordinator Tenaga Pendamping 

adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah); dan 

c. besaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b 

diberikan setiap bulan. 



Pasal 2 

Pemberian Belanja Jasa Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dapat diberikan terhitung mulai tanggal 2 Maret Tahun 2020 sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan masa kontrak kerja selama 10 (Sepuluh) 

bulan. 

 

Pasal 3 

Besaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan ketentuan 

yang bersifat khusus, diluar besaran Belanja Jasa yang ditetapkan dalam Peraturan 

Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum Anggaan 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
 

Ditetapkan di  Probolinggo 

pada tanggal   15 April 2020 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal       15 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 39 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 


